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Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
Bagaimana Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti dalam Pengembangan Pariwisata. Kemudian tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengembangan Pariwisata. Jenis 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang 
peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data 
yang diperoleh dari penelitian dilapangan menurut kualitas dan kebenarannya. 
Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 
yang diperoleh sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 
Dengan metode ini peneliti memaparkan dan menguraikan kata-kata yang 
didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data 
dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan pariwisata secara indikator 
belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan arah kebijakan dan 
strategi pariwisata Kabuapaten Kepulauan Meranti. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan-pembangunan 
yang ada didaerah. Pembangunan didaerah merupakan tanggung jawab dari 
pemerintah daerah yang harus dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan 
masyarakat daerah yang menjadi tujuan dari otonomi daerah. Salah satu sektor 
yang dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat adalah 
sektor pariwisata.Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang Undang Otonomi Daerah tersebut 
dijelaskan tentang pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada 
pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Artinya dimana setiap daerah berhak dan diwajibkan untuk mengembangkan dan 
mengelola potensi yang ada didaerahnya masing-masing. 
Pembangunan sektor pariwisata merupakan sektor yang dianggap penting 
sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi yang lebih cepat, karena 
pendapatan Negara tidak mungkin selamanya bergantung dari sumber energi yang 
dihasilkan oleh alam seperti sektor migas, karena sumber energi seperti migas 
tidak bisa di perbaharui dan  lama kelamaan akan habis. Tetapi dari sektor non 
migas, seperti pariwisata ini dapat membantu terutama pada masa sekarang 
dengan meningkatnya tuntutan dan beban hidup masyarakat serta banyak lagi 








membutuhkan sesuatu yang sejenak dapat melupakan masalah maupun beban 
hidup yang sedang dialami, yaitu dengan berwisata.(Hasbyaallah, 2018) 
Selain potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur aksebilitas udara 
dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah 
sebagai destinasi wisata Indonesia. Sarana dan prasarana kepariwisataan juga 
perlu mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang memadai. 
Namun demikian pengembangan kapariwisataan daaerah selayaknya 
dikembangkan dengan tetap mengacu kepada paradigma baru pembangunan 
kepariwisataan. Kemapuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi 
mereka dibidang kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas 
pelayanan serta pengalaman berwisata.(Putri, 2018) 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 
yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 
didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sector pariwisata 
yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan 
domestic maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya 
dalam kegiatan berwisata.(Fivylandra, 2018) 
Dibentuknya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Kepulauan Meranti tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Sebagai Kabupaten yang baru dibentuk, tentunya potensi-potensi 






satunya dalam sektor pariwisata yang mulai diperhatikan. Kabupaten Kepulauan 
Meranti mempunyai potensi yang cukup besar dikembangkan, bukan hanya pada 
objek wisata alam tetapi terdapat pula wisata sejarah atau cagar budaya. Berikut 
beberapa data objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. 






1. Tebing Tinggi Barat 
a. Tasik Nambus 
b. Pantai alai 





a. Pantai dorak 
b. Kuliner Dermaga Camat 
c. Vihara Sejahtera Sakti 
d. Masjid Darul Ulum 
e. Wisata Mangrove Jembatan 
Pelangi 
3. Tebing Tinggi Timur 
a. Desa Sungai Tohor 





a. Tasik Air Hitam 
b. Tasik Sepatu 
c. Tasik Air Putih 
d. Tasik Lumut 
5. Rangsang Pesisir 
a. Pulau Setahun 





a. Desa Wisata Bokor 
b. Pantai Anak Setatah 
c. Wisata mangrove anak setatah 
d. Wisata mangrove desa Lemang 







a. Pantai Beting Beras 
b. Pantai Dara Sembilan 
c. Pantai Ceria 
9. Tasik Putri Puyu 
a. Tasik Putri Puyu 
b. Pantai tanjung pisang 







 Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat begitu banyak potensi objek wisata yang 
ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Diantaranya Tasik Nambus di Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat, Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Tasik 
Air Hitam dan Tasik Air putih di Kecamatan Rangsang, Pulau Setahun dan Pantai 
Paus Indah di Kecamatan Rangsang Pesisir,Desa Wisata Bokor dan Pantai 
Motong di Kecamatan Rangsang Barat, Pantai Beting Berang, Pantai Dara 
Sembilan dan Pantai Ceria di Kecamatan Pulau Merbau, Tasik Putri Puyu di 
Kecamatan Tasik Putri Puyu. 
 Suatu objek wisata yang didukung oleh fasilitas yang memadai merupakan 
hal yang sangat baik demi mendongkrak wisatawan lokal ataupun wisatawan 
mancanegara untuk datang berkunjung. Tapi pada kenyataannya fasilitas 
pendukung objek wisata pada objek wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti 
belum bisa dikatakan memadai dan memberi kenyamanan pada wisatawan yang 
berkunjung. Jika ditelusuri lebih lanjut, banyak sekali kekurangan dalam segi 
pembangunan pada objek wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti. Padahal 
pembangunan yang baik akan lebih memberikan daya tarik tersendiri pada objek 
wisata tersebut. Hal ini dilihat dari akses jalan yang rusak dan banyaknya toilet 
yang tidak bersih serta dapat dikatakan tidak layak digunakan. 
Tidak hanya itu pantai seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah atau 
dinas terkait dalam mengembangkan dan pengelolaannya justru luput dari 
pantauan karena keadaan pantai yang tidak terawat lagi. Sejauh ini peran 
pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasana ekowisata Pantai Kualu 






oleh masyarakat setempat, namun pantai ini sudah masuk dalam destinasi objek 
wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Aisyah, 2018) 
Tabel 1.2   Tempat – Tempat Bersejarah Menurut Kecamatan di Kabupaten 








a. Makam Panglima Sampul 
b. Makam Habib Muhammad Ibrahim 
c. Makam Engku Zainab 
2. Tebing Tinggi 
a. Makam Tengku Bagus Syaid Thoha 
b. Makam Tengkoe Soelong  Tjantik Saijet Alwi 
Tengkoe Temenggoeng Marhorm Boentat 
c. Kolam Telaga Bening 
d. Puskesmas TebingTinggi (ex. Rumah SakiBelanda) 
e. Vihara Sejahtera Sakti 




a. Makam Noh di PulauTiga 
b. Kapal Motor Milik Belanda di Pulau Jadi 
4. Rangsang 
a. Makam Gemala Sari 




a. Makam Raja Pasai 






a. Sungai Bokor 
b. Makam BatinGalang 
c. Makam Raja Mandau 
d. Makam PanglimaHitam 







a. Makam Panglima Kamal 
b. Makam Datuk Setia Indera 
c. Makam Panglima Baki dan Istri 
d. Makam Panglima Musa (Panglima Darussalam) 
e. Keramat Guci 
f. Kawasan Adat  “MandiBejamu” masyarakat Suku 
Akit 
9. Tasik Putri Puyu 
a. Makam Sikoyan 
b. Bangunan Bekas Distrik Militer Belanda 
(Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 
Meranti 2021) 
 Dari tabel 1. 2 dapat dilihat begitu banyak tempat bersejarah yang ada di 
Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak hanya Potensi objek wisata yang banyak 






menandakan bahwa terbentuknya Kabupaten ini memiliki sejarah di setiap 
kecamatan yang ada di Kabupaten di Kepulauan Meranti. 
Tidak hanya destinasi wisata dan tempat bersejarah yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Meranti event tahunan yang lebih dikenal dengan festival perang air 
cukup menarik wisatawan domestik maupun internasional yang mampu 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 





Jumlah Rupiah Tahun 
2016 2017 2018 2019 
1. Pajak Hotel 717.982.641 900.416.349 900.416.349 907.318.279 
2. Pajak Hiburan 1.542.787.683 1.943.241.893 1.943.241.893 2.304.907.318 
3. Pajak Restoran 120.806.449 130.454.698 130.454.698 194.807.783 
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti) 
 
Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi 
yang sangat baik dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Kepulauan Meranti. Dapat diketahui bahwa pajak-pajak yang dihasilkan dari 
sektor pariwisata rata-rata mampu mencapai target yang telah ditentukan. Untuk 
itu sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial untuk terus 
dikembangkan guna menyumbang pendapatan daerah yang lebih besar lagi. Dari 
jenis pendapatan daerah diatasdapat diketahui jumlah Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari sektor pariwisata setiap tahunnya meningkat.  Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari sektor pariwisata terbesar didapat dari pajak hiburan kemudian pajak 
hotel dan yang terakhir pajak restoran. 
Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 






sendiri adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 
Untuk itu pemerintah daerah melakukan tindakan pelestarian pariwisata 
dengan mengeluarkan kebijakan berupa memberikan jaminan bagi setiap 
wisatawan yang mengikuti event pariwisata perang air dilakukan dengan cara 
menyediakan sarana-sarana penunjang. Tindakan pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti bagi setiap wisatawan yang mengikuti kegiatan perang air, 
juga dilakukan dengan cara menjamin keamanan bagi setiap wisatawan tersebut. 
Adapun cara pemerintah yakni dengan cara berkoordinasi dengan pihak keamanan 
seperti Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan da nada juga 
organisasi kemasyarakatan seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) 
Selatpanjang, Majelis Konghucu Indonesia (MAKIN) Selatpanjang, dan Barisan 
Ansor Serabaguna (BANSER) NU.(Prayogi, 2020) 
Dalam mengembangkan pemasaran pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan berbagai macam kegiatan  
promosi wisatamelalui Periklanan (Advertising), Penjualan Personal (Personal 
selling), Publisitas  (publicity).(Atia, 2018) 
Namun,walaupun sudah melakukan berbagai macam cara promosi tetap 
saja tetap saja pemasaran pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda dan 






ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar Pariwisata yang ada di 
Kabupaten Kepulauan Meranti Dikenal tingkat nasional maupun mancanegara. 
Dalam mengembangkan industri pariwisata,Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti memberi ciri khas daerah tujuan wisata. 
Hal ini karena jenis makanan yang ada disebuah daerah tujuan wisata dapat 
menambah daya tarik daerah tujuan wisata tersebut dengan ciri khasnya salah satu 
kuliner yang terkenal di kabupaten Kepulauan Meranti adalah olahan dasar sagu. 
berbagai olahan makanan berbahan dasar sagu seperti mie sagu, lempeng, 
sempolet, sagu telor, sagu rendang, ongol-ongol sagu, cendol sagu, kerupuk sagu, 
sagu pilus dan makanan lainnya yang menjadi objek wisata kuliner sagu di 
Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten kepulauan meranti merupakan salah 
satu wilayah diprovinsi riau yang memiliki potensi sentra tanaman sagu sekaligus 
sentra konsumsi sagu.(Atia, 2018) 
 Namun, masalah yang terjadi meskipun sebagai penghasil sagu terbesar di 
Indonesia, kuliner sagu belum terkenal baik tingkat nasional maupun 
mancanegara. Berdasarkan observasi peneliti masih banyak yang belum 
mengetahui tentang hal tersebut. Di provinsi Riau saja masih banyak yang belum 
tahu tentang kuliner sagu. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan 
Meranti sudah mengetahui berbagai olahan kuliner sagu. Oleh karena itu Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti perlu 
menyiapkan kebijakan dan strategi untuk masyarakat diluar Kabupaten Kepulauan 







Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Meranti belum 
sepenuhnya baik jika dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu kondisi 
bangunan yang kurang terawat, lingkungan yang kurang bersih karena kurang 
efektifnya dalam mengelola kebersihan sehingga masih terdapat tumpukan 
sampah yang tidak pada tempatnya yang mengganggu kenyamanan pengunjung. 
Selain itu belum adanya wahana permainan yang bisa dinikmati pengunjung dan 
pengunjung hanya bisa menikmati pemandangan alam saja sehingga hal itu 
membuat pengunjung kurang tertarik dengan tempat wisata.(Aisyah, 2018) 
 Seharusnya pemerintah dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti membenahi fasilitas pariwisata lainnya, seperti 
sarana dan prasarana objek wisata yang disediakan kurang memadai, keamanan 
disekitar objek wisata juga harus diperhatikan, seperti kawasan objek wisata yang 
mengalami kerusakan, pungutan liar dari masyarakat dan parkir kendaraan yang 
disediakan belum mencukupi, sehingga menyebabkan kemacetan. Dari sarana dan 
prasarana yang kurang memadai dan dari kemacetan tersebut juga bisa 
mengurangi minat para wisatawan untuk berkunjung. 













1. 2017 12 4.609 4.524 996 673 
2. 2018 12 7.466 8.257 909 867 
3. 2019 12 11.958 13.071 1.112 1.133 
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti) 
Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke 






peningkatan yang cukup baik, hal ini hendaknya menjadi motivasi bagi Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti untuk 
mengembangkan pariwisata agar mampu menarik pusat perhatian wisatawan yang 
akan datang. 
Untuk melakukan pengembangan terhadap pariwisata pemerintah daerah 
khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 
sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pariwisata memiliki 
peranan dalam perencanaan program, pengelolaan objek wisata, pengembangan 
pariwisata serta menetapkan destinasi wisata.   
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti mengambil kebijakan untuk melakukan 
pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi 
yang cukup berarti bagi pengembangan daerah. 
Berdasarkan latar belakang diatas, sebagaimana dijelaskan maka peneliti 
tertarik untuk meneliti denagn judul “Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam 
Pengembangan Pariwisata “. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 
permasalahannya dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 






2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan  Kebijakan Dinas Pariwisata 
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan 
Pariwisata? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Pariwisata  
2. Untuk mengetahui apa saja fakor penghambat pelaksanaan  Kebijakan Dinas 
Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam 
Pengembangan Pariwisata. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis adalah bahan untuk  menambah pengetahuan dan menjadi 
tambahan ilmu tentang Administrasi Negara khususnya pada bidang 
kebijakan publik. 
2. Manfaat praktis adalah sebagai informasi pembaca dan peneliti lain serta 
menjadi bahan untuk dinas atau lembaga yang mengembangkan pariwisata 
dengan optimal.‟ 
 
1.5 Sistematika Penelitian 
Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 6 







BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II  : LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian, 
antara lain Pengertian Pariwisata, Pengertian Kebijakan, Kebijakan 
Pariwisata, Pengembangan Pariwisata, Penelitian Terdahulu, 
Pandangan Islam Terhadap Pariwisata, Defisini Konsep, Konsep 
Operasional, dan Kerangka Pemikiran. 
BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan 
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian, dan 
Teknik Analisa Data. 
BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Sejarah Singkat 
Kabupaten Kepulauan Meranti, Kondisi Geografis Kabupaten 
kepulauan Meranti, Gambaran Singkat Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti,Visi dan Misi Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, 
Tugas Pokok dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya Dinas 







BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian bab ini akan dipaparkan mengenai Hasil Penelitian dan 
Pembahasan Hasil Penelitian. 
BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 




























2.1 Pengertian Kebijakan 
Kebijakan merupakan pedoman dari tindakan-tindakan yang diambil yang 
paling mungkin untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. 
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.  
Banyak sekali defenisi mengenai kebijakan, kajian kebijakan dapat pula 
merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam suatu 
organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative sebagai prioritas program 
atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampak yang dihasilkan dari 
pengambilan keputusan tersebut. 
Menurut Bridgman dan Davis (Suharto, 2013) bahwa kebijakan publik 
pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever government choose 
to do or not to do”. Artinya, kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh 
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. 
Menurut Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan mengatakan kebijakan 
adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-prektek yang terarah. 
(Islamy, 1992). Carl J. Frederick mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian 
tindakan yang diususlkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka 








Dalam pembuatan kebijakan pasti ada faktor-faktor yang 
mempengaruhinya menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembuatan kebijakan adalah: 
a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar, 
b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konversatisme), 
c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, 
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar, 
e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. (Islamy, 1992). 
Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu 
yang dikerja pemerintah. Mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat 
sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. (Syafie, 1999). Selain itu Thomas R. 
Dye juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or 
not to do). (Syafie, 1999) 
Dari pendapat yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa model 
pembuatan perumusan kebijakan yang dipopulerkan oleh Thomas R. Dye, yaitu: 
1. Model Sistem 
Model sistem ini pertama kali ditemukan oleh David Eston dalam teori 
sistem politik yang disodorkannya, bahwa kegiatan terdapat serangkaian proses 
yang saling mempengaruhi. Tekanan dari lingkaran dipandang sebagai masukan 
(input), masukan diproses (converst), dan proses tersebut menghasilkan sebuah 
kebijakan (output), selanjutnya umpan balik kelingkungan (feed back) dan itulah 






2. Model Elit 
Kebijakan elit ini sebagai potensi dan nilai-nilai teori elit masa yang 
berkuasa. Teori ini lebih membuat rakyat apatis atau miskin akan informasi 
tentang kebijakan. Elit lebih banyak memiliki kendali sering membentuk opini. 
Jika dibandingkan dengan cara membentuk opini elit. 
3. Manfaat Kelompok 
Model kelompok dalam pengambilan kebijakan mengedepankan kebijakan 
sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Gagasannya dalam kelompok akan 
menghasilkan kebijakan yang terbaik. 
4. Manfaat Kelembagaan 
Merupakan turunan dari ilmu politik tradisional yang menekankan pada 
struktur kelembagaan ketimbang proses atauu pola perilaku.  
5. Model Proses 
Model ini merupakan salah satu aktivitas politik sehingga memerlukan 
proses, dan begitu juga halnya dengan kebijakan yang menyertakan rangkaian 
proses politik. 
6. Model Rasionalism 
Kebijakan rasional dirancang untuk memaksimalkan kebijakan yang harus 
dipilih membawa manfaat bagi masyarakat. Rasional disini adalah keputusan yang 
diperhitungkan secara rasionalitasnya. 
7. Model Inkrementalism 
Model ini menekankan pada kelanjutan kebijakan pemerintah masa lalu 






 Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-
faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan 
suatu kebijakan publik, yaitu: 
a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum,dimana terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat 
kurang mengikut individu-individu; 
b) Karena anggota masyarakat dakam suatu kelompok atau perkumpulan dimana 
mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau  
bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah; 
c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara angggota 
masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengn menipu atau 
dengan jalan melawan hukum; 
d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang 
mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjaadi sumber 
ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public; 
e) Adanya suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem 
nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu 
dalam masyarakat. (Sunggono, 1994). 
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 
mempunyai manfaat positif bagi anggota masyarakat. Sehingga apabila perilaku 
atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, 






Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk 
mewujudkan tujuan (goals) yang terkandung dalaam kebijaksanaan itu. Menurut 
Grindle ada tiga hal pokok dlam pelaksanaan kebijakan, yaitu: 
1. Memerinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai, 
2. Membentuk program-program kegiatan, 
3. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan. 
 
2.2 Pengertian Pariwisata 
Pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata 
yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak berulang-ulang atau berkali-kali dan 
berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi 
pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkali-
kali(Muljadi, 2009). Orang yang melakukan perjalanan disebut traveler, 
sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk wisata disebut tourist. 
Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai 
kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk 
berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan 
keagamaan, kebutuhan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan 
kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat 
komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata 
dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan pagiyuban organisasi 
sosial.  
Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 






berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 
yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 
 Suwantoro mendefinisikan istilah pariwisata, yaitu suatu perubahan tempat 
tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan 
bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian 
dapat dkatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 
dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat 
ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga untuk kesehatan, konvensi, keagamaann, 
dan keperluan usaha lainnya.(Murdiastuti, 2014) 
Menurut Instruksi Presiden Nomor 19 Tahun 1969 kepariwisataan adalah 
kegiatana jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang 
khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah 
dan iklim yang nyaman.(Muljadi, 2009) 
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, 
pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk 
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang 
ini.  
Menurut (Pendit, 2006)mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang terbagi 
menjadi pariwisata budaya, kesehatan, olahraga, komersial, industri, politik, 
konvensi social, pertanian, maritime (bahari), cagar alam, buru, poilgrim, wisata 








1. Wisata Budaya 
Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan ataas dasar keinginan untuk 
memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan 
atau peninjauan ke tempat lain atau luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 
kebiasaan dan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni didaerah tujuan 
wisata, jenis wisata ini paling popular di Indonesia karena wisatawan yang dating 
dari luar negeri ke Indonesia ingin mengetahui kebudayaan, kesenian, adat istiadat 
dan kehidupan seni Indonesia. 
2. Wisata Kesehatan 
Wisata kesehatan yaitu perjalanan wisatawan dengan  tujuan untuk 
menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi 
kepentingan beristirahat secara jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempar 
peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, kesuatu tempat 
yang beriklim menyehatkan dan sebagainya. 
3. Wisata Olahraga 
Wisata olahraga yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan 
berolahraga, mengikuti atau menyaksikan pesta olahraga ke suatu Negara 
misalnya Asian Games, berburu, memancing, berenang dan sebagainya. 
4. Wisata Komersial 
Wisata komersial yaitu perjalanan yang dilakukan dengan maksud untuk 
mengunjungi pameran-pameran dan pecan raya yang bersifat komersial seperti 







5. Wisata Industri 
Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan ke suatu daerah 
perindustrian dengan tujuan untuk mengadakan penelitian dan peninjauan. 
6. Wisata Politik 
Wisata politik yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 
mengambil bagian aktif dalam kegiata poltik seperti ulah tahun perayaan 17 
Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, maupun kegiatan politik 
seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai 
dengan darma wisata. 
7. Wisata Konvensi 
Wisata konvensi yaitu perjalan yang dilakukan untuk mengikuti suatu 
pertemuan seperti konferensi, musyawarah, konvensi dan lain-lain baik yang 
bersifat nasional maupun internasional. 
8. Wisata Sosial 
Wisata sosial yaitu pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah 
untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemahh untuk 
mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa dan 
sebagainya. 
9. Wisata Pertanian 
Wisata pertanian yaitu perjalanan ke suatu proyek-proyek pertanian, 








10. Wisata Maritim (bahari) 
Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air seperti 
memancing, berlayar, menyelam dan sebagainya untuk memperoleh suatu 
kesenangan. Jenis wisata ini disebut juga dengan wisata tirta. 
11. Wisata Cagar Alam 
Wisata cagar alam yaitu perjalanan yang dilakukan ketempat cagar alam, 
taman lindung, hutan didaerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya 
dilindungi oleh undang-undang. Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan  
kegemaran dan keindahan alam, kesegaran udara pegunungan, keajaiban hidup 
binatang maupun tumbuhan yang jarang terdapat ditempat lain. 
12. Wisata Buru 
Wisata buru yaitu jenis wisata yang dilakukan disuatu daerah atau hutan 
tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah. 
13. Wisata Pilgrim 
Wisata pilgrim yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, 
adat istidatat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat seperti kunjungan 
ke tempat-tempat suci, keramat, makam-makam yang diagungkan, tempat-tempat 
yang mengandung legenda dan sebagainya. 
14. Wisata Bulan Madu 
Wisata bulan madu yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan 








15. Wisata Petualangan 
Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan yang 
tadinya belum pernah dijelajahi yang penuh dengan binatang buas, mendaki 
tebing yang sangat terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat curam dan 
sebagainya. 
Jenis-jenis pariwisata tersebut bisa bertambah, tergantung pada kondisi 
dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan disuatu daerah. Hal ini berkaitan 
dengan kreativitas para ahli professional yang berkecimpung dalam industri 
pariwisata. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, maka semakin 
bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapa diciptakan bagi kemajuan 
industri pariwisata. 
 
2.3     Kebijakan Pariwisata 
Menurut (Pendit, 2006)merumuskan kebijakan pariwisata yaitu segala 
sesuatu tindakan insstansi pemerintah dan badan/organisasi masyarakat yang 
mempengaruhi kehidupan kepariwisataan itu sendiri. Tetapi kehidupan 
kepariwisataan sesungguhnya tidak saja dipengaruhi oleh adanya tindakan-
tindakan kebijaksanaan, melainkan diakibatkan pula oleh kompleksitas yang 
timbul dalam pariwisata itu sendiri. 
Menurut Biederman (Murdiastuti, 2014) hal penting dalam definisi 
kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan 
kepariwisataan adalah harus menjamin Negara maupun daerah mendapatkan 
manfaat sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan 






pariwisata adalah peningkatan kemajuan Negara atau daerah dan kehidupan warga 
negaranya. 
Menurut Goldner dan Ritchie (Murdiastuti, 2014) mendefinisikan 
kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran 
pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam 
pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung 
mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus 
kegiatan sehari-hari yang berlangsung disuatu destinasi. 
Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell yang mengemukakan 
bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu 
yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan 
masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta 
tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata dimasa yang akan 
datang, seperti yang dinyatakan berikut ini. 
Definisi terakhir yang menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan 
pelayanan hospitalit memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. 
Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan 
kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksibel dalam melakukann penyesuaian dan 
penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi.Kebijakan kepariwisataan 
terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan.  
Menurut Edgell (Murdiastuti, 2014) perencanaan kepariwisataan 
memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell 






dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan taktik dalam 
pengembangan pariwisata. 
Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi 
secara efektif sebagai arah pembangunann kepariwisataan suatu destinasi. Akan 
tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan ditingkat para 
pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun 
perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga 
perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan 
yang dibuat. 
Dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan daerah, arah kebijakan 
kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Visi Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 
”Terwujudnya Meranti sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis kearifan lokal 
dan pengembangan pemuda serta olahraga yang produktif, mandiri dan 
berprestasi”, maka Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Meranti diarahkan kepada: 
1. Meningkatkan destinasi pariwisata Kabupaten yang berdaya saing tinggi dan 
Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Daerah. 
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing tinggi 
dan berprestasi dalam dunia olahraga 








2.4 Pengembangan Pariwisata 
 Pengembangan pada dasarnya adalah hal, usaha, atau cara untuk 
mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik. Sektor pariwisata merupakan 
sektor yang diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu, sehingga 
pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui 
kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Pada dasarnya tujuan utama 
dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi. 
  Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 
pasal 4, tujuan pengembangan pariwisata adalah: 
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
c. Menghapus kemiskinan; 
d. Mengatasi pengangguran; 
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 
f. Memajukan kebudayaan; 
g. Mengangkat citra bangsa; 
h. Memupuk rasa cinta tanah air; 
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; 
j. Mempererat persahabatan antabangsa. 
Menurut (Suwantoro, 2004)unsur pokok yang mendapat perhatian guna 
menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata yang menyangkut 







a. Objek wisata dan daya tarik wisata 
Merupakan potensi yang menjadi pendiri kehadiran wisatawan kesuatu 
daerah tujuan wisata. Pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata dapat 
dikelompokkan menjadi: 
1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam 
2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya 
3) Pengusahaan objek dan daya wisata minat khusus 
Daya tarik objek wisata, pada umumnya berdasarkan pada: 
1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan 
nyaman 
2) Adanya ciri khusus atau spesifik yang bersifat langka 
3) Daya tarik tinggi objek wisata budaya karena memiliki nilai khusus dalam 
bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai luhur yang terkandung 
dalam suatu karya manusia pada masa lampau. 
b. Prasarana wisata 
Merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang 
mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya didaerah tujuan wisata. 
c. Sarana wisata 
Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk 
melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 
d. Tata laksana dan infrastruktur 
Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, 







e. Masyarakat dan lingkungan 
Terdiri dari masyarakat, lingkungan dan budaya. Produksi wisata 
mempunyai beberapa komponen, yaitu: 
1) Atraksi daerah tujuan wisata 
2) Fasilitas yang tersedia 
3) Aksebilitas ke dan tujuan wisata 
Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata berarti 
masyarakat mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-
masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata nasional sehingga turut 
membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan pariwisata (Suwantoro, 
2004). 
Menurut(Suwantoro, 2004) sapta kebijaksanaan dalam pengembangan 
pariwisata adalah: 
a. Promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan 
secara terpadu baik didalam maupun diluar negeri 
b. Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena 
menyangkut pengembangan lintas sektor 
c. Kawasaan pariwisata 
Pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata menurut (Suwantoro, 2004) 
yaitu: 
1) Kebijaksanaan Umum 






a) Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta pemerintah, 
swasta dan masyarakat, 
b) Kebijakan pengembangan industri pariwisata, 
c) Kebijakan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, taman rekereasi dan 
hiburan umum, 
d) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, 
e) Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan, 
kemampuan menampung, melayani dan menyelenggarakan kepariwisataan, 
f) Kebijakan pengelolaan, 
g) Kebijakan pembinaan, 
h) Kebijakan hukum. 
2) Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan. Pola kebijaksanaan 
pengembangan jalur wisatawan diarahkan kepada pengembangan jalur 
wisatawan dan nusantara yang sekaligus dapat meningkatkan jumlah atau 
diversikasii paket wisata yang didasarkan pada perkembangan objek wisata. 
3) Pola kebijakan pengembangan objek wisata, meliputi: 
a) Prioritas pengembangan objek, 
b) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan, 
c) Meningkatkan kegiatan penunjang pengembangan objek wisata. 
4) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata, meliputi: 
a) Akomodasi, 
b) Restoran, 






d) Gedung pertemuan, 
e) Perkemahan, 
f) Pondok wisata, 
g) Mandala wisata, 
h) Pusat informasi wisata, 
i) Pramiwisata. 
5) Pola kebijaksanaan pengembangan pemasaran berpedoman kepada: 
a) Peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan, 
b) Meningkatkan kerjasama yang terpadu antara berbagai sektor, 
c) Mempercepat perkembangan pasar wisata domestik. 
6) Kebijakan pengembangan kelembagaan, meliputi: 
a) Penyerahan urusan kepariwisataan, 
b) Pemantapan kedudukan lembaga pemerintah daerah, 
c) Peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas, 
d) Pertimbangan jenis dan kelas lembaga, 
e) Kemampuann bekerja sama. 
7) Kebijaksanaan pengembangan industri. Penanaman modal diarahkan kepada: 
a) Penyerahan tenaga kerja, peningkatann mutu dan kemampuan tenaga 
kerja Indonesia, 
b) Pengembangan struktur industri dengan prioritas pada usaha untuk 
menghasilkan barang ekspor non-migas, 
c) Peranannya sebagai wahana pengembangan teknologi dan memacu 






2.5 Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang 
dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini: 
1. Hasbyallah (2018) Analisis Kebijakan Pengembangan Destinasi 
Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Lingga.Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian adalah Bagaimana kebijakan pengembangan 
destinasi pariwisata unggulan daerah oleh pemerintah Kabupaten Lingga? 
Dan Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan 
pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah oleh pemerintah 
Kabupaten Lingga? Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui kebijakan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah 
oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Dan untuk mengetahui hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah 
oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah dengan program 
membangun daya tarik wisata alam, budaya dan buatan melalui kegiatan 
pagelaran kesenian dan promosi, membangun sarana prasarana dan fasilitas 
penunjang pada destinasi wisata, berkerjasama dengan dinas terkait dalam 
pembangunan aksebilitas dan transportasi, dan pemberdayaan masyarakat 
melalui pelatihan-pelatihan. Hambatan dalam pengembangan destinasi 
pariwisata unggulan daerah yaitu sarana  prasarana dan fasilitas pariwisata 
yang tidak terawatt, status lahan, aksebilitas dan transportasi, sumber daya 






2.  Janila Putri (2018) Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Oleh 
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Kota 
Payakumbuh Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan 
pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 
Dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan 
pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 
Payakumbuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? Adapun tujuan 
penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi, menganalisa dan 
mendeskripsikan kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh 
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dan Untuk menganalisa faktor yang 
mempengaruhi kebijakan pengembangan pariwiata yang dilakukan oleh 
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dalam penelitian ini, kebijakan 
pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota  
payakumbuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah cukup baik. 
Dimana dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata kota 
payakumbuh telah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan 







3.  Welsha Fivylandra (2018) Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata 
di Kabupaten Agam Dalam Pengelolaan Objek Wisata Muko-
Muko.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
kebijakan pengembangan pariwisata pada pengelolaan objek wisata muko-
muko di Kabupaten Agam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten agam? Dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan 
pegembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Agam dalam pengelolaan objek wisata muko-muko di Kabupaten 
Agam. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan 
pengembangan pariwisata pada pengelolaan objek wisata muko-muko di 
Kabupaten Agam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Agam. Dan Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 
pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Agam ddalam pengelolaan onjek wisata muko-muko di 
Kabupaten Agam. Hasil dalam penelitian ini, kebijakan pengembangan 
pariwisata dalam pengelolaan objek wisata muko muko kurang baik. Ini 
disebabkan karena pelaksanaan kebijakan pengembangan yang dilakukan 
belum sesuai dengan renstra dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten 
agam. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan 
pariwisata di kabupaten agam dalam pengelolaan objek wisata muko-muko 
juga disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dalam melakukann 
pengelolaan objek wisata dan masih simpang siurnya atas status lahan 






dilakukannya pemasaran dan promosi yang baik, aksebilitas yang baik serta 
sering diadakannya event (kegiatan) pariwisata. 
 Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu 
adalah pada objek penelitian, variabel penelitian dan tempat penelitian. 
 
2.6     Pandangan Islam Terhadap Pariwisata 
 Diantara maksud wisata dalam islam adalah mengambil pelajaran dan 
peringatan. Dalam Al-Quranulkarim terdapat perintahuntuk berjalan dimuka bumi 
di beberapa tempat. Fungsi wisata berdasarkan beberapa ayat Al-Quran antara 
lain, mempertebal iman maksudnya dengan memperhatikan semesta, diharapkan 
semakin sadar bahwa dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa ta‟ala yang 
mendapat rezeki. Allah juga menghidupkan  dan mematikan makhluknya. 
Allah Subhanahu wa ta‟ala berfirman dalam Q.S Al-An‟am ayat 11 yang 
berbunyi: 
 
Artinya: “Katakanlah: „Berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” (QS. Al-
An‟am: 11) 
 Mungkin diantara maksud yang paling mulia dari wisata dalam islam 
adalah berdakwah di jalan Allah Ta‟ala, dan menyampaikan kepada manusia 
cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. 






kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Para Sahabat Nabi 
Sallallahu alaihi wa saallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan  
kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar, kami 
berharap wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia 
dan agung. 
  Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam islam adalah safar untuk 
merenungi keindahan ciptaan Allah Ta‟ala, menikmati indahnya alam nan agung 
sebagai pendorong jiwa untuk menguatkan keimanan terhadap keesaaan Allah dan 
memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreshing jiwa perlu untuk 
memulai semangat kerja baru. 
Allah Subhanahu wa ta‟ala berfirman dalam Q.S Al-Ankabut ayat 20 yang 
berbunyi: 
 
Artinya : Katakanlah: “Berjalanlah di (muka)  bumi maka perhatikanlah 
bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 
kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20). 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, 
terminologi yang digunakan OKI adalah Islamic Tourism yaitu Islam dan 
pariwisata didasari pada Al-Qur‟an 29:20 yang menganjurkan manusia untuk 
melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan 






yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan 
Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan 
selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim-Friendly 
Tourism. (Organisasi Kerjasama Islam, 2017: 4). Peneliti di sini lebih memilih 
menggunakan wisata halal atau halal tourism karena kata tersebut lebih mewakili 
aspek wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim dan juga mewakili syariah 
Islam dengan kata „Halal‟ yang tidak sekedar mewakili makanan dan minuman, 
tetapi juga hotel, fasilitas, dan pelayanan sesuai dengan syariat Islam.  
 Sedangkan Global Muslim Travel Index (Global Muslim Travel Index, 
2016:7) sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia 
menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan 
prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah 
terhadap wisatawan Muslim. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata 
halal, yaitu: pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas 
solat; lalu tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum 
yang memadai seperti toilet dengan air bersih, layanan maupun fasilitas saat bulan 
Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan private 
yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki.  
 Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari 
kriteria Global Muslim Travel Index sebagai acuan pembangunan wisata halal. 
(Pratiwi, 2016). Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian 
Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab 






Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan 
dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan 
pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, tim 
ini kemudian membentuk tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal, 
seperti yang tertera tabel dibawah ini. 






Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang 
tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan 
Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu 
festival halal life style 
Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan 
Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian 
yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai 
aturan pengunjung tidak berpakaian minim 
Hotel Tersedia makanan halal 
Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, 
seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci 
Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi 
kebutuhan sahur dan buka puasa 
Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, 
minuman beralkhohol, dan kegiatan diskotik 
Tersedia fasilitas rekreasi kolam reang dan fasilitas 
kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita 
Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria 
untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan 
wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang 
mengandung babi, alkholol maupun produk turunannya 
Biro Perjalanan Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria 
umum Pariwisata Halal 
Tidak menawarkan aktivitas non-halal 
Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman 
halal 
Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan 
nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas 
Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika 
Islam 
Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (Garit Bira Widhasti, 






Dijelaskan juga sebelumnya dalam tulisan Demeiati Nur Kusumaningrum 
dkk (2017) di mana, konsep wisata halal dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam 
yang diimplementasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata 
tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim. Wisata halal ini dijadikan 
sebagai soft power untuk menarik kunjungan wisatawan Muslim. 
(Kusumaningrum, Fairuz, Putri, & Amalia, 2017). Sedangkan (Battour & Ismail, 
2015) melihat wisata halal adalah setiap objek dan perilaku wisata yang 
melibatkan orang Muslim dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai 
pedoman dalam industri pariwisata. Noriah Ramli juga menjelaskan bahwa wisata 
halal sebagai suatu perjalanan wisata yang memiliki pelayanan sesuai dengan 
syariah Islam, juga sebagai wisata pilihan bagi wisatawan Muslim untuk 
menghindari wisata konvensional yang ada menyediakan minuman beralkohol, 
makanan dengan unsur babi, dan tempat wisata yang tidak memisahkan antara 
pria dan wanita. (Ramli, 2012:2-3)  
 Dapat diambil kesimpulan istilah wisata halal, yaitu wisata yang ingin 
memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga 
dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga 
kebutuhan dasar dalam wisatawan Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan 
ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim 
(hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi 
badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi 






fasilitasatau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya masjid atau musholla di 
sekitar tempat wisata.(Subarkah, 2018) 
 
2.7 Definisi Konsep 
Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian 
yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan beberapa definisi 
konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 
Kebijakan adalah arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan 
oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum 
mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, 
baik pemerintahan maupun diluar pemerintahan dalam mewujudkan harapan yang 
telah ditetapkan tersebut. 
Pariwisata adalah seluruh kegiatan yang melakukan perjalanan ke dan 
tinggal disuatu tempat diluar keseharian untuk jangka tidak lebih dari satu tahun 
dengan tujuan bersantai/rekreasi. 
Kebijakan pariwisata adalah kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang 
dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat 
dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan 
sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata dimasa yang akan datang. 
Pengembangan pariwisata adalah unsur pokok yang menjadi penunjang di 
daerah tujuan wisata yang menyangkut dalam pembangunan kepariwisataan dan 
meningkatkan objek wisata, meningkatkan mutu pelayanan, perluasan dan 







2.8     Konsep Operasional 
 Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 
bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga memalalui pengukuran itu 
dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari 
variabel tersebut. 
Tabel 2.2 Konsep Operasional 




Edward III  
(Tahir, 2014) 
1.  Komunikasi 1.  Tranmisi 
2.  Kejelasan Komunikasi 
3.  Konsistensi Komunikasi 
2.  Sumber Daya 1.  Staf 
2.  Informasi 
3.  Wewenang 
4.  Fasilitas 
3.  Sikap Pelaksana 1.  Penetapan Staf 
2.  Hambatan 
4.  Struktur 
Birokrasi 
1.  SOP (Standard Operating Procedures) 
2.  Tanggung Jawab 
Sumber: Teori Implementasi Kebijakan Edward III  (Tahir, 2014) 
 
2.9    Kerangka Pemikiran 
 Berdasarkan dukungan teori yang diperoleh dan dijadikan sebagai rujukan 
konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 









Edward III  
(Tahir, 2014) 
Komunikasi 














3.1     Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam memperoleh data, untuk menyusun Skripsi ini penulis melakukan 
penelitian pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 
Meranti  yang  terletak di Jalan Terpadu Dorak Komplek Perkantoran Bupati 
Kepulauan Meranti. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu mulai dari bulan 
Desember 2020 sampai denganbulan Maret tahun 2021. 
 
3.2     Jenis dan Sumber Data 
3.2.1  Jenis  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang 
tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau untuk 
eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan 
jalan mendeskripsikan dan menyimpulkan berkenaan masalah yang diteliti. 
Pendekatan Kualitatif menurut (Sugiyono, 2003) bertujuan untuk 
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 
fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian 
dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 
model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena. 
Sedangkan Pendekatan Kuantitatif menurut (Sugiyono, 2003) yaitu penelitian 
yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 








Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk 
menjawab dan menganalisa Analisa Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga kabupaten Kepulauan Dalam Pengembangan Pariwisata.  
3.2.2 Sumber Data 
 Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil 
penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek 
penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah: 
a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 
objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan 
langsung dilapangan dan hasil wawancara. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data 
primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data 
sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi 
seperti, media internet, serta berbagai literatur dan tinjauan pustaka 
yang relavan dan mendukung penelitian ini. 
3.3     Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti 
adalah: 
a. Observasi  
Menurut (Sugiyono, 2009) Obsevasi adalah pengamatan dan 
pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan 






Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan 
Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Meranti. 
b. Wawancara 
Menurut (Sugiyono, 2009) wawancara adalah pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan informan penelitian melalui key person. Adapun yang 
menjadi informan peneliian (key person) dalam ini penelitian ini adalah 
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 
Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti ataupun buku-buku, 
serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. 
 
3.4     Informan Penelitian 
Informan penelitian atau subjek penelitian atau biasa disebut dengan 
responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta 
atau pendapat. Informan penelitian merupakan sumber informasi yang digali 
untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan. (Arikunto, 2013) 






peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk 
mengungkap fakta-fakta penelitian. 
Untuk penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai 
key informan ini menurut (Sugiyono, 2010) dilakukan dengan cara purposive 
sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya 
orang yang menjadi key informan benar-benar mengetahui informasi tentang 
permasalahan dalam penelitian ini. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 
tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan 
memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: 






1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1 
2. Kepala Bidang Pariwisata 1 
3. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 
4. Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 
5. Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata 1 
6. Pengunjung 1 
  Jumlah 6 
(Sumber: Data Olahan Peneliti 2021) 
3.5    Teknik Analisa Data 
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan 
dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan 
kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-







Langkah-langkah teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono adalah sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data 
dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan 
untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang dikumpulkan. 
Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara 
diolah dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting. 
b. Penyajian Data 
Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas 
dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang 
diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Adapun 
bentuk  yang lazim digunakan pada data kualitatif adalam dalam bentuk 
teks bersifat naratif. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan 
merupakan unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian 
kualitatif sebagaimana model interaktif yang dikemukan oleh Miles dan 
Husberman (Burhan Bungin, 2003:69) peneliti selalu melakukan uji 
kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang 
menunjang diklarifikasi kembali, baik dengan informan dilapangan 
maupun dari hasil diskusi demi penambahan kelengkapan data. Apabila 
hasil klarifikasi memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1  Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti 
 Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 
Riau, Indonesia, dengan ibukota Selatpanjang. Jumalah Penduduk kabupaten ini 
berjumlah 206.116 (2020) jiwa dengan luas wilayah 3. 707,84 km
2
. Adapun nama 
Meranti diambil dari nama gabungan “Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau 
Tebing Tinggi”. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, 
dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang 
nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. 
 Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan 
oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali 
diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, 
yang nerupakan satu-satunya kewadenan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, 
dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 
25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti 
(BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari 
Kabupaten Bengkalis. 
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan 
dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis 
Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1990/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan 








Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap 
pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 JULI 
2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 
Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat 
Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal 
Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur 
Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan 
Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, 
dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 
Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan pengkajian secara 
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan 
berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 pemerintah memutuskan dan 
menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan 
Mearnti memiliki 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 96 desa (dari total 166 
kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa diseluruh Riau).  
 
4.2  Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti 
 Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat 
antara 0
o 
42‟ 30” – 1
o 
28‟ 0” LU, dan 102
o 
12‟ 0” – 103
o 
10‟ 0” BT, dan terletak 
pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan 






Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan 
secara tidak langsung sudah menjadi derah Hinterland Kawasan Free Trade Zone 
(FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan 
keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah 
perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah 
Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas 
batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau 
daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota 
Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan 
Strategis Negara yaitu berfungsi sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang 
internasional, niaga dan industri. 
 Luas Kabupaten  Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km
2, 
sedangkan luas 
kota Selatpanjang adalah 45,44 km
2
. Berikut batas wilayah Kabupaten Kepulauan 
Meranti: 
Utara  : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis 
Timur  : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 
Selatan  : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan 
Barat  : Kabupaten Bengkalis 
 
4.3  Gambaran Singkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti 
Kantor Dinas  Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) 
merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Dareah dibidang Pariwisata, 
bidang Pemuda dan Olahraga serta bidang Ekonomi Kreatif. Kantor 
DISPARPORA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 






DISPARPORA berdiri pada tahun 2011. Berdasarkan pasal 8 tentang urusan 
pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Meranti 
mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Perundang-
undangan. Serta Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang  kedudukan, 
susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti. 
UU No. 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian urusan pemerintahan 
daerah menjadi 3 urusan yakni urusan pemerintah absolut, urusan konkeren dan 
urusan umum. DISPARPORA dalam menjalankan fungsi urusan pemerintah 
konkuren membagi urusan pemerintah konkuren menjadi urusan wajib dan 
pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan 
Meranti adalah dibidang Pemuda dan Olahraga sedangkan untuk Urusan pilihan 
adalah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 
1. Urusan Wajib (Pemuda dan Olahraga) 
Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepemudaan olahraga 
yakni dengan memberikan pembinaan mental, spiritual, pelatihan, pemberian 
anugerah bagi pemuda yang kreatif, penyuluhan, sosialisai terhadap 
penyalahgunaan obat-obat terlarang serta adiktif berbahaya lainnya, 
mengikutsertakan pemuda pada ajang-ajang pertukaran pemuda, pramuka, 
jambore pemuda. Pemilihan pemuda berbakat dan pemilihan duta wisata dan 
kegiatan kreatifitas pemuda lainnya. 
Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan olahraga yang sasarannya 






masyarakat. Pengiriman atlit berbakat dan berprestasi keajang olahraga daerah  
dan nasional. Pembinaan dan pembibitan olahraga melalui kegiatan persatuan 
latihan PPLP DAN PPLD. Memberikan uang pembinaan pada olahraga yang 
berprestasi dan kesejahteraan bagi atlit pelajar. Mengikuti kejuaraan POPDA dan 
Kejurda. Pembinaan dan pelatihan olahraga bagi penyandang cacat. 
Pengembangan kelembagaan pemuda dan olahraga. Sebagaimana yang tertuang 
dalam target Indikator Sasaran RPJMD tahun 2016-2021. 
Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan 
daerah serta meningkatnya prestasi olahraga melalui program pengembangan dan 
keserasian kebijakan pemuda, program peningkatan peran serta kepemudaan. 
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang 
lainnya, program peningkatan kewirausahaan dan kecaakapan hidup pemuda. 
Program pembangunan kebijakan dan mengenai olahraga. Program peningkatan 
sarana dan prasarana olahraga. 
Adapun Indikator yang merupakan alat ukur yang dapat gunakan untuk 
mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh 
manan posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai 
tujuannya adalah: 
a. Pemuda yang berprestasi dunia olahraga 
b. Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga 
c. Indeks kepuasaan masyarakat. 






Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui 
fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, 
fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan 
objek wisata. 
Pembenahan objek wisata dan mendata potensi wisata. Menciptakan objek 
objek wisata baru dengan penningkatan dan pengembangan pariwisata bertujuan 
untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan ke Meranti sehingga dapat 
meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kerajinan local dan 
potensi yang ada. 
Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target 
pengunjung wisata, antara lain: 
a. Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, 
website dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata; 
b. Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan 
daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, HIPHI, Asosiasi Profesi, 
INCA, dan lain sebagainya); 
c. Pembinaan dan penyuluhan bersama Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) 
terhadap pengelola usaha hiburan. 
 
4.4   Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti 
 Visi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 
  “Terwujudnya Meranti Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Berbasis 







 Misi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 
1. Meningkatnya destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti yang 
berdaya saing tinggi dan melestarikan kesenian daerah. 
2. Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing tinggi 
dan berprestasi dalam dunia olahraga 
3. Meningkatnya pelayanan publik dan sarana prasarana pemuda dan olahraga. 
 
4.5  Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan 
Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti 
Struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti merupakan suatu unsur pelaksanaan Pemerintah kabupaten 
Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Meranti 
melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas 
Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauann Meranti memiliki 
Struktur Organisasi sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
a. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten pada bidang Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 






diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 
2. Sekretaris 
a. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, 
perumusan, Umum, Kepegawaian, Perencanaan Program, evaluasi, 
pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.  
b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman kerja. 
2) Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan. 
3) Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi 
umum, kepegawaian, program, keuangan, dan perlengkapan. 
4) Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan 
yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana. 
5) Melaksanakan pengkoordinasiaan penyusunan perencanaan, evaluasi, 
dan pelaporan kegiatan Dinas. 
6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang 
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
7) Melaksanakan tugas kedinasannya lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 
c. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari: 






2) Sub bagian keuangan dan perlengkapan. 
3. Bidang Pariwisata 
a. Bidang pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, analis pasar, 
promosi dan sarana promosi serta pelayanan informasi kepariwisataan, 
evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan dibidang industri 
pariwisata. 
b. Bidang pariwisata dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
1) Penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengordinasian 
dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan 
nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebajikan, serta 
pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan. 
2) Penyiapan bahan pengordinasian dan sinkronisasi pelaksana 
kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 
dibidang pariwisata. 
3) Penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan 
daerah secara holistic integrative dibidang pariwisata dalam 
penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah. 
4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengendalian rencana 
pembnagunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja 






5) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelancaran dan percepatan 
pelaksanaan program dan kegiatann pembangunan dibidang 
pariwisata. 
6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas 
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang 
pariwisata. 
7) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata. 
8) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar 
kepariwisataan. 
9) Pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan 
instituisi/lembaga didalam dan luar negeri. 
10)  Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik 
didalam maupun diluar negeri. 
11)  Pelaksanaan pembinaan, partisipasi, dan fasilitasi penyelenggaran 
promosi kepariwisataan terpadu antar/ dengan kabupaten/ kota dan 
stakeholder pariwisata lainnya. 
12)  Pengelolaan pusat informatika pariwisata, pemberian layanan 
informasi dan menyebarkab bahan informasi kepada wisatawan dan 
masyarakat. 
13)  Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata. 







15)  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
c. Susunan Organisai Bidang Pariwisata, terdiri dari: 
1) Seksi Pengembangan destinasi pariwisata 
2) Seksi pengembangan pemasaran pariwisa, dan 
3) Seksi pengembangan industri pariwisata. 
4. Bidang Ekonomi Kreatif 
a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan 
dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, IPTEK, seni, budaya 
dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan 
budaya. 
b. Bidang Ekonomi Kreatif dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
1) Pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, 
desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber 
daya alam dan manusia. 
2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ekonomi 
kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan 
serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia. 
3) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif 
berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta 






4) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi kreatif kepada kepala 
dinas; dan 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
c. Susunan Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas: 
1) Seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, 
2) Seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, dan 
3) Seksi kerjasama pengembangan ekraf. 
5. Bidang Pemuda dan Olahraga 
a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas-tugas di Bidang Kepemudaan sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. 
b. Bidang Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
1) Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan 
pengembangan kepemudaan dan olahraga. 
2) Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan 
kepemudaan dan olahraga yang meliputi koordinasi, kelembagaan, 
produktifitas dan program remaja dan pemuda serta perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi. 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga 






pengendalian program pendayagunaan dibidang kepemudaan dan 
olahraga. 
4) Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian 
dan evaluasi, sarana dan prasarana. 
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikann oleh Kepala Dinas. 
c. Susunan Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari: 
1) Seksi kepemudaan, 
2) Seksi olahraga, dan 
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I R W A N 
Gambar 4.1 Struktur Organinasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti 








































SARANA DAN PRASARANA 


















4.6 Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti 
  Sumber daya yang terdapat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahrgaa 
Kabupaten Kepulauan Meranti sangat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan 
pelaksanaan kegiatan secara optimal, sumber daya yang tersedia pada Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahrga Kabupaten Kepulauan Meranti berupa sumber 
daya manusia yang melekat pada personil/pegawai dan sumber daya lainnya 
berupa sarana. 
Mengacu pada klarifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang 
ditamatkan oleh pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut: 
a. Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti berdasarkan Pendidikan: 
Tabel 4.1  Jumlah ASN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 





1 Strata 2 (S.2) 3 
2 Strata 1 (S.1) 10 
3 Diploma III (D.3) 6 
4 Diploma II (D.2) 0 
5 SLTA 11 
JUMLAH 30 
Sumber:  Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 
Meranti 2021 
Dari komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti yang keseluruhan berjumlah 30 orang terdiri dari 3 
orang berpendidikan S-2, 10 orang berpendidikan S-1, 6 orang Diploma III (D.3) 






b. Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kepulauan Meranti berdasarkan jenis kepegawaian: 
Tabel 4.2    Jumlah ASN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 






1 PNS 30 
2 Pegawai Kontrak 35 
JUMLAH 65 
Sumber:  Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan 
Meranti 2021 
 
Dari komposisi Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Meranti yang keseluruhan berjumlah 65 orang 















6.1   Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisa 
Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan 
Meranti Pengembangan Pariwisata, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1.   Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembanagan pariwisata belum 
optimal, karena Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kurang melakukan 
pelaksanaan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat sehingga informasi 
yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Sumberdaya di Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olahraga terlebih khusus di bidang pariwisata dapat 
di simpulkan belum optimal, kerena sumberdaya di bidang pariwisata masih 
kekurangan para staf yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang 
pariwisata. Sikap Pelaksana di Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat 
disimpulakan sudah cukup baik karena para staf melaksanakan tugasnya dan 
patuh akan perintah kepala dinas, tetapi penetapan staf yang terjadi di bidang 
pariwisata masih kurang memiliki keahlian khusus di bidang pariwisata 
sehingga pemahaman dibidang pariwisata kurang dimiliki staf. Struktur 
Birokrasi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disimpulkan belum 
optimal karena belum ada SOP yang mengataur tempat-tempat wisata yang 
ada di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya berpedoman berdasarkan pada 








 2.  Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata di 
Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak terlaksananya kebijakan 
pengembangan pariwisata kurang baik dalam pelaksanaannya karena 
keterbatasan anggaran dalam pengembangan atau peningkatan obyek wisata 
yang juga berpengaruh keterbatasan sarana dan prasaranatersedianya sarana 
dan prasarana yang ada tentu saja mempengaruhi proses pelaksanaan 
program-program yang akan dilaksanakan. Kurang baiknya implementasi 
kebijakan pengembangan juga di sebabkan oleh kemitraan dan partisipasi 
masyarakat yang masihkurang, kurangnya kesadaran masyarakat terkait 
dengan pengembangan pariwisata di daerahnya menyulitkan Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan 
pengembangan pariwisata. Beberapa faktor tersebut menjadi faktor 
penghambat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan 
Meranti dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
6.2   Saran 
Dari beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis 
memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang penulis utarakan 
adalah sebagai berikut:  
1. Agar komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata 
dapat berjalan dengan baik, Dinas Pariwista Pemuda dan Olahraga Kabupaten 






pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat. 
Diharapkan kepada pemerintah dapat meningkatkan manajemen pelayanan 
kepada masyarakat yakni meyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
hal ini para staf yang dinilai mampu memberikan segala bentuk tindakan yang 
sesuai dengan kompetensi yang di miliki. Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga dapat mempertahankan karakter yang telah dipupuk bersama dalam 
mengimplimentasiakan kebijakan pengembangan pariwisata agar tetap 
memberi pengembangan objek wisata yang baik. Diharapkan kepeda Dinas 
Pariwisata Pemuda  dan Olahraga agar dapat membuat SOP sehingga 
mekanisme/prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, tidak tidak berbelit-
belit dan selalu dipahami oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan. 
2. Diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk dapat memberikan anggaran/ 
dana APBD kepada Instansi yang terkait dalam kebijakan pengembangan 
pariwisata maupun pihak pelaksana kebijakan sesuai dengan dana/ anggaran 
yang diharapkan. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, 
diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih 
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Gambar 1.1  Wawancara dengan Ibuk Aida Fitriani, S.Pd, M.Pd Kepala 






Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak  Surip, S.Pd, MM Kepala Seksi 






Gambar 1.3  Wawancara dengan Bapak Topan Iskandar, S.IP Kepala Seksi 
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